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Background: Gondomanan Primary Health Care (PHC) have 
the toughest slums in the Code River, which Prawirodirjan 
village, but has made a declaration STBM in 2013. 
Objetive: To understand specific response of PHC to sanitation 
need of slum dweller in Code riverbank in Yogyakarta. 

Tujuan: Memahami respon spesifik puskesmas terhadap 
kebutuhan sanitasi penduduk permukiman kumuh di Bantaran 
Sungai Code Kota Yogyakarta. 

Hasil: Program STBM dilaksanakan Puskesmas Gondoman 
telah sampai pada tahap deklarasi. Puskemas Gondomanan 

Method: This research used a qualitative method. This study 
used the case study, and data collection techniques in depth 
interview. This research held in Prawirodirjan village. The 
participants of this research were included 16 people, that 
consist of employees of Gondomanan PHC and Ministry of 
Health (MOH), infrastructure, enviroment agency, The Head 
Prawirodirjan village, cadre of CLTS and slum communities.

ABSTRAK

ABSTRACT

Results: CLTS that implemented in Gondomanan PHC has 
reached the stage of the declaration. Gondomanan performs 
the function of empowerment and coordination with other 
stakeholders in CLTS with open defecation free (ODF). 
However, the achievement of the declaration still leaves 
problems, namely the wrong faeces disposal, the difficulty of 
access to communal wastewater treatment plant (WWTP), and 
the source of water around the river polluted. 
Conclusion: Gondomanan PHC responded to the slums 
dwellers needs of with implementing CLTS. Gondomanan PHC 
performed the functions of public health leadership through the 
main functions of assessment, policy development and 
assurance. Although there were still weaknesses in the 
leadership of public health, but cooperation could be improved.

Latar Belakang: Puskesmas Gondomanan memiliki per-
mukiman kumuh terberat di Sungai Code, yaitu Kelurahan 
Prawirodirjan, namun telah melakukan deklarasi STBM pada 
tahun 2013. 

Keywords: specific response, PHC, sanitation, CLTS, slum

Metode: Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan fokus studi kasus, dan teknik 
pengumpulan data wawancara mendalam. Penelitian ini dilaku-
kan di Kelurahan Prawirodirjan. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 16 orang yang terdiri dari Puskesmas Gondomanan, 
Dinas Kesehatan, Kimpraswil dan BLH, Kelurahan Prawiro-
dirjan, Kader STBM serta masyarakat permukiman kumuh. 

dalam program STBM pilar I melakukan fungsi pemberdayaan 
dan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Namun, pencapai-
an deklarasi tersebut masih menyisakan masalah lain, yaitu 
pembuangan WC tidak dilakukan dengan benar, dan sumber air 
di sekitar sungai tercemar. 

Kata kunci: Respon Spesifik, Puskesmas, Sanitasi, Permukim-
an Kumuh, STBM

Kesimpulan: Puskesmas Gondomanan merespon kebutuhan 
sanitasi penduduk dengan melaksanakan program STBM pilar 
I. Puskesmas Gondomanan melakukan fungsi kepemimpinan 
kesehatan masyarakat melalui fungsi utama penilaian, pe-
ngembangan kebijakan dan asuransi. Walapun masih terdapat 
kelemahan dalam kepemimpinan kesehatan masyarakat, 
namun kerja sama dapat diperbaiki.

Penulis korespondensi: Relmbuss Biljers Fanda, Departemen Kebijakan dan Manajemen 
Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jalan 
Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281. Email: relmbussbiljers@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN
 The United Nation (UN) – Habitat mengatakan 
bahwa Permukiman kumuh adalah sebuah area 
dengan ketidakmampuan untuk mengakses air 
bersih, ketidakmampuan untuk mengakses sani-
tasi yang baik dan infrastruktur lainnya, rendah 
kualitas bangunan perumahan, terlalu padat dan 
tidak aman untuk ditinggali¹. The United Nation 
(UN) – Habitat memperkirakan penduduk miskin 
yang tinggal di daerah kumuh sekitar 800 juta sam-
pai satu miliar penduduk². Pada tahun 2030 pen-
duduk daerah kumuh akan meningkat 2 kali lipat³. 
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 
bersama Pemerintah Daerah pada tahun 2013-
2014 telah mengidentifikasi jumlah luasan kawas-
an perkumuhan di Indonesia sebesar 38.431 Ha⁴. 
Daerah kumuh mengakibatkan kerusakan kota, 
peningkatan angka kemiskinan, buta huruf dan se-
jumlah karakteristik seperti status perumahan 
yang tidak aman, miskin kualitas struktur perumah-
an, terlalu ramai, dan ketidakmampuan untuk men-
dapatkan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur 
lainnya⁵. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan 
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 Jenis penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan fokus utama studi kasus. Peneli-
tian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
secara triangulasi/gabungan melalui wawancara 
mendalam, dan mengobservasi dokumen. Peneli-
tian ini dilakukan di daerah bantaran sungai Code 
di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaku-
kan pada wilayah kerja Puskesmas Gondomanan. 
Puskesmas Gondomanan memiliki wilayah per-
mukiman kumuh terluas yaitu Kelurahan Prawiro-
dirjan yang memiliki permukiman kumuh seluas 
9.11 Ha². Teknik pengambilan sampel dalam pene-
litian ini dilakukan dengan non-probability 
sampling melalui snowball sampling. Snowball 
sampling dimulai pada saat pengambilan data di 
Dinas Kesehatan tentang laporan kegiatan STBM.

METODE

HASIL 
Pencapaian Program STBM Pilar I
 Program STBM mencapai perubahan peri-
laku masyarakat sasaran secara kolektif dan 
mampu membangun sarana sanitasi yang mandiri 
sesuai dengan kemampuan. Program STBM ber-
tujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat 

 Kecamatan Gondomanan memiliki permu-
kiman kumuh yang cukup luas di bantaran Sungai 
Code¹³. Dan memiliki daerah dengan kategori 
kumuh paling berat, meskipun semua kelurahan 
pada Kecamatan Gondomanan telah melakukan 
deklarasi untuk program STBM pada tahun 2013¹². 
Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondo-
manan memiliki permukiman kumuh terluas yaitu 
sebesar 9.11 Ha².⁴ Berdasarkan latar belakang, 
penelitian tentang respon spesifik puskesmas ter-
hadap kebutuhan sanitasi penduduk permukiman 
kumuh di bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta 
penting dilakukan.

masalah sanitasi itu sendiri, sehingga diperlukan 
kerja sama dengan masyarakat⁶. Melalui pember-
dayaan masyarakat⁷.
 Pemerintah Indonesia melakukan intervensi 
terhadap masalah sanitasi melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM)⁸. Program STBM di 
Indonesia dilaksanakan oleh puskesmas dan 
berbagai pihak terkait⁹. STBM memiliki indikator 
keberhasilan yaitu perubahan perilaku stop buang 
air besar (BAB) sembarangan¹⁰. Prinsip utama pro-
gram STBM terdiri dari pemberdayaan masyarakat 
melalui pemicuan, sehingga mereka mempunyai 
inisiatif dan menemukan solusi sendiri¹¹. Kota 
Yogyakarta memiliki jumlah kelurahan yang telah 
melakukan deklarasi STBM sebanyak 42 kelurah-
an dan yang belum melakukan deklarasi sebanyak 
3 kelurahan¹². Kota Yogyakarta memiliki luasan 
permukiman kumuh sebesar 287,7 Ha² dan ber-
ada pada 206 rukun warga yang tersebar di 13 
kecamatan dan 45 kelurahan di kota Yogyakarta¹³. 
Kota Yogyakarta memiliki 90% permukiman kumuh 
di bantaran sungai. Sungai Code memiliki luasan 
permukiman kumuh mencapai 110,98 Ha. 

 

yang higienis dan saniter secara mandiri sehingga 
derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. 
Perilaku stop BAB sembarangan diwujudkan mela-
lui perilaku yang terdiri dari membudayakan peri-
laku buang air besar sehat yang dapat memutus 
alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber 
penyakit secara berkelanjutan, dan menyediakan 
dan memelihara sarana buang air besar yang me-
menuhi standar dan syarat kesehatan.

Kecukupan Mandi Cuci Kakus di Bantaran Sungai 

 Bangunan MCK harus memenuhi standar dan 
persyaratan yang terdiri dari bangunan atas jam-
ban yaitu dinding dan atap, bangunan tengah jam-
ban yaitu lubang membuang kotoran dan lantai 
jamban, dan bangunan bawah yang terdiri dari 
tangki septik atau cubluk. Bangunan bawah MCK 
memiliki beberapa masalah, yaitu MCK hanya 
memiliki satu tangki yang berfungsi. Septic tank 
yang bermasalah diduga berasal dari berbagai 
masalah, baik masalah lahan maupun masalah 
fisik dari septic tank tersebut, pada wilayah ban-
taran Sungai Code Kota Yogyakarta. Septic tank 
harus memiliki 2 buah resapan. Resapan pertama 
untuk menghancurkan tinja, sedangkan resapan 

Deklarasi Kelurahan Stop Buang Air Besar Semba-
rangan
 Pencapaian program STBM pilar I bukan 
hanya perubahan masyarakat dari yang tidak 
menggunakan WC menjadi menggunakan WC, 
tetapi juga perubahan perilaku dari yang pem-
buangan tidak dikelola dengan baik menjadi baik. 
Setelah adanya perubahan perilaku stop BAB 
sembarangan masyarakat diminta untuk berkomit-
men terhadap perubahan perilaku tersebut dengan 
membuat deklarasi. Penelitian menunjukkan 
perubahan perilaku dari masyarakat akibat dari 
program STBM pilar I telah sampai pada tahap 
deklarasi kelurahan stop BAB sembarangan. 
Masyarakat berkomitmen untuk tidak lakukan 
praktik BAB sembarangan meskipun harus antre di 
toilet. Deklarasi memaksa masyarakat untuk mem-
pertahankan komitmen mereka.

 Pembangunan sarana sanitasi untuk program 
STBM pilar I harus memenuhi standar dan per-
syaratan. Program STBM pilar I dapat terlaksana 
jika sarana seperti WC (water closet) atau mandi 
cuci kakus (MCK) sudah terpenuhi. MCK umum 
terdapat di beberapa titik pada setiap rukun warga 
(RW), adapula yang memiliki lebih dari 1 untuk tiap 
RW. Peningkatan sarana WC di bantaran Sungai 
Code membantu masyarakat untuk mengubah 
perilaku BAB sembarangan. Sarana WC yang ter-
sedia di setiap RW dan dapat diakses kapan saja 
memerlukannya. Masyarakat sendiri mengelola 
WC umum di bantaran Sungai Code. Hasil temuan 
menunjukkan keadaan WC di bantaran Sungai 
Code cukup bersih, jamban sudah memenuhi stan-
dar dan nyaman. Tetapi terdapat beberapa MCK 
umum yang memiliki masalah kerusakan bangun-
an dan masih terdapat antrean.

Kesalahan dalam Pembuangan MCK Akhir.
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 "…Kalau di sini (bantaran sungai) semuanya 
langsung ke kali, soalnya saya jijik, masa punya 
septic tank di rumahnya sendiri…," Informan 
Masyarakat 6.
 Pembuangan limbah WC yang langsung ke 
sungai terjadi di hampir setiap WC yang ada. 
Masyarakat yang memiliki MCK, masih kurang 
peduli terhadap pembuangan limbah, bahkan ada 
yang tidak mengetahui ke mana arah pembuangan 
limbah toilet. Masyarakat juga tidak mendapatkan 
pengetahuan tentang pembuatan septic tank yang 
baik. Pembuangan limbah tersebut dilakukan 
dengan pipa saluran yang dialirkan langsung ke 
sungai dengan diberi katup pada ujung, sehingga 
air tidak dapat masuk kembali.  

yang kedua berfungsi untuk mengurangi bakteri 
atau agen penyakit lain. Hasil wawancara menun-
jukkan bahwa septic tank di bantaran Sungai Code 
tidak memenuhi syarat. Namun tidak semua MCK 
umum memiliki septic tank. Hasil wawancara lebih 
mendalam yang dilakukan mendapat beberapa 
informasi bahwa pembuangan limbah tinja lang-
sung ke sungai oleh penduduk permukiman kumuh 
di bantaran Sungai Code. 

Sumber Air di Sekitar MCK Tercemar
 Sumber air bersih untuk penduduk permukim-
an kumuh di bantaran Sungai Code adalah sumur 
tradisional, dan sumur bor. Hampir setiap kepala 
keluarga memiliki sumurnya sendiri. Hasil wawan-
cara membuktikan bahwa air sumur di bantaran 
Sungai Code sudah tercemar. Hasil wawancara 
diperkuat dengan hasil observasi langsung ke 
lokasi dan data hasil laboratorium pengecekan 
sampel air. Observasi langsung mendapatkan 
pencemaran tersebut karena posisi sumur yang 
berada ditepian yang ada di bantaran Sungai Code 
dan juga berada dalam jarak yang terlalu dekat 
dengan septic tank. Kondisi septic tank yang tidak 
berjarak lebih dari 10 Meter ditemukan pada lokasi 
penelitian. Sumur pada bantaran Sungai Code 
merupakan sumur gali dengan perkiraan kedalam-
an 5 meter. Sumur tersebut mendapatkan air per-
mukaan yang merupakan air yang berasal dari 
Sungai Code. Sumur di bantaran sungai ini juga 
tidak dilapisi dengan paralon pada dinding sumur, 
yang mengakibatkan tembusnya bakteri e-coli ke 
sumber air. Hasil laboratorium menunjukkan 
bahwa banyak air sumur di bantaran sungai yang 
memiliki kadar maksimum MPN Coliform total di 
atas 2400/100 ml, sedangkan kadar MPN coliform 
yang diperbolehkan adalah 50/100 ml.

 “…Septic tank-nya tetap buangnya ke sungai. 
Terkait juga dengan limbah domestik air hujan tadi, 
larinya akhirnya juga ke sungai. Makanya tidak 
heran ketika akhirnya ketika banjir, naiklah tinja itu. 
Akhirnya yang sana (masyarakat) mandinya nunut 
ke puskesmas, kebetulan pegawai sini. "Kenapa 
mandi sini? Naik (tinja) bu," sudah tau saya…," 
Informan Petugas Puskesmas. 

Hambatan dalam Program STBM
Keterbatasan Lahan untuk Pembuatan Pengolah-
an Limbah Tinja 

 Puskesmas merupakan instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab terhadap masalah 
kesehatan yang berada pada wilayah kerjanya. 
Puskesmas bertanggung jawab atas program 
STBM secara wilayah, baik pada kelurahan 
maupun Kecamatan Gondomanan. Puskesmas 
mempunyai tanggung jawab utama dalam 
program STBM, dalam upaya preventif, promotif, 
pemberdayaan masyarakat dan melakukan fungsi 
koordinasi lintas sektor dan program. Hasil wawan-
cara menunjukkan bahwa puskesmas terlibat 
dengan aktif dan mendukung pada pelaksanaan 
program STBM pilar I. Pelaksanaan program 
STBM pilar I terdapat pembagian tanggung jawab 

 Karakteristik utama perkotaan adalah wilayah 
yang padat bangunan dan padat penduduk. 
Masyarakat bantaran Sungai Code umumnya 
adalah pendatang yang mencari nafkah di Kota 
Yogyakarta. Karena kedatangan penduduk pen-
datang yang tidak dikontrol mengakibatkan terben-
tuknya permukiman kumuh yang mengakibatkan 
kepadatan penduduk di bantaran sungai. 
Kepadatan juga terjadi pada bantaran Sungai 
Code di Kelurahan Prawirodirjan yang meng-
akibatkan keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan 
juga berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di 
Kelurahan Prawirodirjan. Fasilitas-fasilitas yang 
sudah ada sebelumnya membuat IPAL komunal 
maupun septic tank sulit dibuat. Hasil wawancara 
menunjukkan keterbatasan lahan yang berkaitan 
dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, seperti 
asenering dan sumur. Hasil wawancara juga 
menunjukkan bahwa keterbatasan lahan berkaitan 
dengan jalan atau akses untuk masuk ke dalam 
permukiman juga sulit, harga tanah di perkotaan 
yang mahal serta keadaan air tanah yang mudah di 
dapat.

 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
komunal adalah salah satu solusi untuk keter-
batasan lahan dan akses dalam untuk septic tank. 
IPAL komunal adalah program terpadu bersama 
kimpraswil, kelurahan dan puskes-mas. IPAL 
Komunal yang merupakan sarana pendukung 
program STBM terhadap kebutuhan penduduk 
permukiman kumuh di bantaran Sungai Code. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa di Prawirodirjan 
memiliki 2 buah IPAL komunal. IPAL komunal di 
Prawirodirjan berlokasi di atas lapangan futsal dan 
di bawah lantai masjid. Hasil wawancara menun-
jukkan bahwa masyarakat tidak diizinkan oleh 
pemilik tanah untuk mengakses IPAL komunal 
karena ketakutan akan dampak apabila terjadi 
kebocoran. Selain itu, IPAL komunal juga sulit di-
akses karena masalah kemiringan tanah.

Puskesmas sebagai Penanggung Jawab STBM di 
Wilayah 

 
Kesulitan dalam Mengakses IPAL Komunal

Peran Puskesmas dalam Program Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat Pilar I
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dari masing-masing stakeholder. Puskesmas 
Gondomanan juga melaksanakan fungsinya dari 
awal sosialisasi sampai pada pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi (monev) setiap 6 bulan.

Dukungan Pihak Lain dalam Program STBM 
Pilar I

 Hasil temuan menunjukkan bahwa kader 
STBM melakukan motivasi dengan cara menakuti 
warga masyarakat, sebab kader menilai bahwa 
masyarakat Prawirodirjan sulit mengubah peri-
lakunya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 
tahun 2014 menyatakan kader harusnya memberi-
kan ruang kepada masyarakat untuk menyadari 
sendiri, tidak dengan mengatakan hal yang baik 
maupun hal yang buruk bahkan sampai menakut- 
nakuti. Dalam peraturan tersebut, juga disebutkan 
bahwa kader STBM memiliki banyak atribut yang 
melekat pada dirinya. Kader STBM terus bekerja 
sama dalam tim untuk memantau dan bertanggung 
jawab terhadap hasil deklarasi. Kader STBM ber-
tugas melakukan monitoring dan evaluasi (verifi-
kasi) kemudian dilaporkan kepada Puskesmas 
Gondomanan. Monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh kader juga sangat terbatas karena 
kendala waktu dan dana. Verifikasi yang dilakukan 
oleh kader adalah survei ke rumah tangga dengan 
menanyakan pengolahan sanitasi, seperti ke-
pemilikan WC, sumber air, dan pengolahan limbah 
WC. Hasil temuan menunjukkan bahwa pema-
haman kader tentang perubahan perilaku dilihat 
dari status kepemilikan pengolahan limbah WC. 
Pengolahan limbah WC yang dimaksud adalah 
pembuangan akhir ke IPAL komunal, septic tank 
atau langsung ke sungai. Proses verifikasi yang 
dilakukan kader dilakukan baik melalui rumah ke 
rumah maupun pertemuan Pembinaan Kesejah-
teraan Keluarga (PKK).

Peran Dinas Lain dalam Program STBM Pilar I

 Puskesmas sangat bergantung pada kinerja 
kader STBM. Kader STBM merupakan fasillitator 
pendukung program STBM dari masyarakat, 
sehingga kader STBM diharapkan dapat bekerja 
lebih baik dalam mendukung program STBM. 
Kader STBM atau fasilitator STBM kelurahan yang 
terdiri dari tokoh masyarakat, relawan, tokoh 
agama, dengan dukungan Lurah, dapat dibantu 
oleh orang lain yang berasal dari dalam ataupun 
luar kelurahan. Hasil wawancara menunjukkan 
dukungan kader dalam program STBM Pilar I. 
Keterlibatan kader STBM sebagai pendata, pen-
dukung maupun motivator untuk program STBM. 
Kader STBM sangat berperan aktif karena berasal 
dari masyarakat sehingga mengetahui cara untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pemberdayaan Kader STBM

 Penyelenggaran STBM didukung oleh ber-
bagai pihak pemerintah. Pemerintah yang terlibat 
dalam program STBM adalah pemerintah daerah 
provinsi maupun pemerintah kota. Pemerintah 
harus melaksanakan koordinasi lintas sektor dan 
l intas program. Puskesmas hanya dapat 

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
Puskemas Gondoman pernah tidak dilibatkan bah-
kan pernah tidak diizinkan untuk melihat IPAL 
komunal yang sedang dikerjakan oleh Kimpraswil. 
Hasil temuan tersebut diduga karena jalur koor-
dinasi yang seharusnya dikoordinasikan oleh 
kelurahan. Kimpraswil melakukan pembangunan 
IPAL komunal berdasarkan kesepakatan dengan 
kelurahan. Kelurahan Prawirodirjan mengikuti ins-
truksi dari Walikota Yogyakarta untuk mengalihkan 
sebagian wewenang dari kelurahan ke Kecamatan 
Gondomanan. Kecamatan Gondomanan melaku-
kan pendataan tentang kondisi MCK umum dan 
pembangunan fisik terkait MCK umum jika ada 
MCK umum sudah rusak. Proses pengalihan 
wewenang ini mempercepat perbaikan apabila 
ada kerusakan pada sarana prasarana STBM pilar 
I, sehingga birokrasi yang panjang untuk dapat 
dihindari. 

 Masyarakat adalah aktor utama dalam keber-
hasilan program STBM. Program STBM terdiri dari 
lima pilar dan menjadi pilar utama adalah Stop 
Buang Air Besar Sembarangan. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antu-
sias untuk program STBM pilar I. Hasil temuan 
tentang peran masyarakat dalam program STBM 
melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pus-
kesmas dan kelurahan. Temuan tentang pember-
dayaan masyarakat untuk mengelola kebersihan 
MCK dan retribusi mereka terhadap sarana ter-
sebut. Hasil pendapatan dari MCK umum masuk 
ke dalam kas RT kemudian dikelola untuk biaya 
perawatan dan keberhasilan. Besaran pendapatan 
MCK umum di bantaran Sungai Code, diungkap-
kan sebagai berikut: 
 "…Itu juga ada uang masuk untuk kebersihan. 
Di masjid itu sebulannya ada 1.500.000 untuk 
masukan ( tota l  penghasi lan) , "  In forman 
Masyarakat.⁵

melaksanakan fungsi promotif dan preventif untuk 
pelaksanaan program STBM. Keterbatasan pus-
kesmas memaksa puskesmas harus bekerja sama 
dengan sektor lain untuk menyediakan sarana 
prasarana pendukung program STBM pilar I. 
Puskesmas telah berhasil melakukan kerja sama 
dengan sektor lain untuk mencapai tujuan Stop 
BAB Sembarangan. Hasil wawancara menunjuk-
kan setiap peran dari masing-masing lembaga 
pemerintah. Hasil wawancara menggambarkan 
koordinasi antara puskesmas dan kimpraswil: 
 "…Puskesmas melihatnya (pembuatan septic 
tank komunal) gak bisa itu septic tank komunal. 
"mau apa bu," padahal saya lihat bangunannya...," 
Informan Petugas Puskesmas.

Dukungan Masyarakat dalam Program STBM Pilar 
I

 Masyarakat memberikan retribusi untuk 
pengelolaan WC umum dan sarana pendukung 
program STBM pilar I. Masyarakat mengelola uang 
tersebut untuk kepentingan perbaikan sarana apa-
bila ada kerusakan dan pengelolaan kebersihan 
WC umum. Namun, hasil temuan menunjukkan 

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 19 No. 4 Desember 2016 ● 17

Relmbuss Biljers Fanda, dkk: Respon Spesifik Puskesmas Terhadap Kebutuhan Sanitasi Penduduk Permukiman Kumuh
di Bantaran Sungai Code, Kota Yogyakarta



pengelolaan sarana yang masih rusak masih 
menunggu subsidi dari pemerintah, karena keter-
batasan dana dari masyarakat. Masyarakat mem-
punyai peran sebagai partisipan dalam kegiatan 
STBM.

 Perubahan perilaku stop BAB sembarangan 
sudah dicapai oleh masyarakat Prawirodirjan yang 
sudah melakukan deklarasi dan berhasil menjaga 
komitmen untuk tidak BAB sembarangan. Pening-
katan status stop BAB sembarangan juga berkait-
an dengan peningkatan sarana prasarana seperti 
peningkatan WC umum¹⁴. Sebagian besar pen-
duduk Prawirodirjan tidak mempunyai WC dan 
menjadi penyewa. Masyarakat menggunakan 
MCK umum dibandingkan dengan MCK sendiri. 
Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian 
Tumwebaze menyatakan bahwa penggunaan 
fasilitas umum (WC) pada kepala keluarga di 
bantaran sungai hampir 3 kali lipat dibandingkan 
dengan yang menggunakan WC milik swasta¹⁵. 
Masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk 
mendapatkan WC yang layak dan bersih kepada 
pemilik WC umum, karena yang memiliki WC 
umum adalah pemerintah¹⁶. STBM bertujuan untuk 
mewujudkan perubahan perilaku yang kompre-
hensif sampai pada pembuangan akhir MCK. 
Pembuangan dari MCK di Kelurahan Prawiro-
dirjan, baik umum maupun pribadi, umumnya tidak 
dilakukan dengan benar yaitu jumlah septic tank 
yang hanya satu unit atau langsung ke sungai. 
Masyarakat memiliki karakteristik keterbatasan 
dalam penyediaan air bersih dan penyediaan 
septic tank¹⁷. Sungai yang tercemar akibat pem-
buangan limbah WC mengakibatkan jumlah 
bakteri Escherichia coli (E-coli) meningkat. Ketika 
bakteri e-coli dapat menembus masuk ke dalam 
tanah dan masuk ke dalam sumber air, maka sum-
ber air di sekitar bantaran Sungai Code sudah ter-
cemar¹⁸.

Deklarasi versus Pemecahan Masalah

 Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan belum 
dapat mengatasi pembuangan tinja yang tidak di-
lakukan dengan benar karena keterbatasan lahan 
perkotaan. Keterbatasan lahan mengakibatkan 
masalah dalam pengolahan limbah, sulit meng-
akses ke IPAL komunal dan tercemarnya air di se-
kitar WC umum. Keterbatasan lahan menyebab-
kan masalah WC lainnya, karena kesulitan untuk 
membuat saluran yang menghubungkan ke IPAL 
komunal. Keterbatasan lahan yang mengakibat 
masyarakat harus tinggal di sekitar sungai.  
Masyarakat juga tidak terhubung dengan peng-
olahan limbah domestik sehingga mengakibatkan 
saluran pembuangan masyarakat langsung ke 
sungai¹⁹. Kehadiran biofilm di Congo mampu 
mengurangi jumlah bakteri di sumber air akibat 
pembuangan langsung sebesar 90 persen. Biofilm 
memerlukan ruang yang kecil sehingga cocok 
untuk diterapkan di kota²⁰.

PEMBAHASAN

Public Health versus Participant Program

 Upaya Puskesmas Gondomanan melakukan 
upaya preventif, promotif dan pemberdayaan 
masyarakat dalam program STBM. Peran puskes-
mas dalam pemberdayaan masyarakat dalam pro-
gram STBM akan mampu mendukung untuk 
penguatan lingkungan dan membangun keper-
cayaan masyarakat terhadap pemerintah⁹. 
Puskesmas Gondomanan melaksanakan 
pengembangan kebijakan dengan melakukan 
koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program. 
Puskesmas Gondomanan mempunyai fungsi yang 
sangat terbatas pada upaya preventif, promotif, 
dan pemberdayaan masyarakat. Puskesmas perlu 
mengadakan kesapakatan dengan pihak lain, 
sehingga semua pihak dapat terlibat untuk meme-
cahkan masalah sanitasi pada masyarakat bantar-
an Sungai Code. Kesepakatan tanggung jawab 
harus mempertemukan pihak pemerintah, sektor 
lain, akademisi yang ahli serta organisasi komersil 
maupun sukarela untuk berkontribusi dalam pe-
menuhan tujuan kesehatan masyarakat²³. Puskes-
mas mempunyai koordinasi dan keakraban yang 
lemah pada pesan dan pendekatan, sehingga pen-
capaian program menjadi lambat dan juga kebi-
ngungan antara masyarakat²⁴.
 Puskemas Gondomanan perlu menyadari 
bahwa posisi puskesmas sebagai pemimpin dalam 
upaya pengembangan kebijakan public health, 
sehingga puskesmas dapat mengadvokasi dan 
mengawal kerja sama yang terjadi. Kelurahan 
Gondamanan telah melakukan pengalihan sebagi-
an wewenang kepada Kecamatan Gondomanan. 
Pengalihan wewenang mempersingkat alur biro-
krasi sehingga kelurahan dapat menyelesaikan 
masalah sanitasi dengan cepat dan efektif. 
Puskesmas Gondomanan cukup berkoordinasi 
dengan Kelurahan Prawirodirjan bagian LPMK. 
Petugas kesehatan yang melakukan pendekatan 
kesehatan dalam semua kebijakan harus me-
ngembangkan hubungan yang kuat dengan sektor 
lainnya sehingga semua pihak terlibat dapat me-
munculkan ide-ide untuk pemecahan masalah. 

 Puskesmas Gondomanan harus melakukan 
respon spesifik terhadap kebutuhan sanitasi me-
lalui pelaksanaan program STBM. Puskesmas 
Gondoman menjalankan fungsi public health, 
dalam fungsi inti penilaian, pengembangan ke-
bijakan dan asuransi secara komprehensif. 
Puskesmas melakukan fungsi inti penilaian dalam 
praktik organisasi seperti, menilai kebutuhan kese-
hatan masyarakat, menyelidiki masalah kesehatan 
dan bahaya kesehatan dalam masyarakat serta 
menganalisis faktor penentu kebutuhan kesehatan 
yang diidentifikasi²¹. Puskesmas dapat menjalan-
kan fungsi penilaian dengan mengontrak pihak luar 
seperti konsultan untuk pemberdayaan petugas 
kesehatan lingkungan tentang practice-based 
research network (PBRN). PBRN telah berhasil 
dalam membentuk jaringan luas dari peneliti dan 
praktisi kesehatan masyarakat dan melibatkan pe-
mangku kepentingan dalam implementasi peneliti-
an dan pratek kesehatan masyarakat²².
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Pemerintah Pusat juga mendukung pendekatan 
kesehatan dalam semua kebijakan²⁵. Puskesmas 
Gondomanan melakukan fungsi asuransi dalam 
kepemimpinan public health dengan mengelola 
sumber daya berupa kader STBM, mengimple-
mentasikan program STBM, mengevaluasi 
program STBM dan menginformasikan dan men-
didik masyarakat melalui pemberdayaan masya-
rakat. Organisasi memiliki tantangan bukan hanya 
pilihan untuk hidup sehat tetapi juga sasaran dapat 
mendapatkan fasilitas untuk menjalankan pilihan 
tersebut²⁶. 
 Program STBM oleh puskesmas juga 
memerlukan fasilitator atau kader STBM untuk 
mempercepat pencapaian program. Motivasi per-
ubahan perilaku dilakukan oleh kader STBM 
menunjukkan bahwa kesalahan dengan cara me-
nakut-nakuti tidak sesuai, harusnya dengan cara 
memicu sehingga masyarakat dapat sadar sendiri. 
Pemicuan membuat masyarakat mendapatkan 
rasa malu, jijik dan mengetahui kerugian dari peri-
laku BAB sembarangan, sehingga masyarakat 
sadar bahwa penting melaksanakan program 
STBM. Namun kesalahan tersebut tidak begitu 
menjadi masalah karena tidak melanggar hak 
asasi manusia, sehingga masyarakat tetap meng-
hargai motivasi yang diberikan dan program STBM 
meningkatkan martabat baik perorangan maupun 
kelompok. Fasilitator mempunyai hubungan 
dengan peningkatan pengetahuan tentang STBM, 
hubungan tersebut dipengaruhi oleh perilaku²⁷.

Bottom Up versus Top Down

 Hasil penelitian menunjukan bahwa masya-
rakat dan kader masih memiliki keterbatasan 
dalam memahami pengolahan limbah MCK. 
Masyarakat Gondomanan mempunyai sikap 
sebagai pengguna yang pasif, karena mereka ter-
libat dalam proses pemicuan dan penyediaan 
sarana untuk stop BAB sembarangan sebagai pe-
nerima. Fasilitator memiliki keterbatasan dalam 
menilai program kesehatan lingkungan dan kurang 
responsif sebagai pelaku pemimpin masyarakat 
dalam aspek kesehatan²⁹. Puskesmas Gondo-

 Masyarakat permukiman kumuh di bantaran 
Sungai Code di kelurahan memiliki antusias ter-
hadap program STBM. Masyarakat mau terlibat 
dalam program STBM dan meningkatkan perilaku 
akibat pengertian masyarakat sendiri, inovasi lokal 
dan pembuatan keputusan²⁸. Selanjutnya, Masya-
rakat yang berada di bantaran Sungai Code di 
Prawirodirjan juga tidak keberatan untuk memberi-
kan retribusi untuk pengelolaan WC karena retri-
busi tersebut sangat kecil, sehingga masyarakat 
membantu dalam pengelolaan MCK umum yang 
lebih baik sehingga tidak bau dan tetap bisa di-
gunakan keadaan layak¹⁶. Namun masyarakat di 
bantaran Sungai Code masih berharap terhadap 
subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Masya-
rakat yang disubsidi oleh pemerintah menjadi 
kurang bertanggung jawab terhadap pencapaian 
STBM agar masyarakat memiliki perilaku sehat 
yang seutuhnya sampai pada pengolahan limbah 
WC¹¹. 

manan perlu menguatkan masyarakat melalui 
pemberdayaan yang kolektif. Puskesmas perlu 
melakukan pendidikan tentang pengolahan limbah 
akhir MCK. Namun, puskesmas telebih dahulu 
mengetahui tentang pendekatan faktor-faktor 
sosial yang berhubungan dengan kesehatan atau 
social determinant of health (SDH). Suatu organi-
sasi kesehatan harus memahami tentang peran 
alamiah dari organisasi tersebut, tingkatan sosial 
dari masyarakat dan nilai penting dari masyarakat 
tersebut. Organisasi kesehatan harus dapat meng-
hubungkan individu, komunitas dan masyarakat 
dalam pemberdayaan masyarakat³⁰. Puskesmas 
Gondomanan melakukan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, 
sehingga prioritas kegiatan puskesmas terbagi. 
Sistem kesehatan nasional mempunyai upaya 
kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama³¹. 
Namun dalam pelaksanaan sistem kesehatan, 
Puskesmas Gondomanan belum melaksanakan 
upaya kesehatan masyarakat sepenuhnya. 
Puskesmas Gondomanan masih memiliki masalah 
kesehatan terkait dengan sanitasi yang belum 
dapat terselesaikan. Puskesmas juga masih me-
miliki keterbatasan dalam sumber daya, seperti 
sumber daya manusia yang masih merangkap 
jabatan. Petugas kesehatan lingkungan juga 
memegang jabatan sebagai petugas promosi 
kesehatan. Kota Yogyakarta juga memiliki ahli 
program kesehatan lingkungan yang berkaitan 
dengan sanitasi lingkungan. Sebagian besar 
organisasi pemerintah yang menjalankan upaya 
kesehatan masyarakat memiliki kapasitas yang 
terbatas dalam memastikan ketersediaan sumber 
daya untuk meningkatkan kesehatan masya-
rakat³². 

KESIMPULAN
 Pencapaian program STBM pilar I di Gondo-
manan adalah deklarasi tentang stop buang air 
besar (BAB) sembarangan pada tahun 2013. Pen-
capaian program STBM pilar pertama difasilitasi 
oleh keberadaan WC umum di setiap RW. Namun 
pencapaian program STBM ini belum dapat ber-
hasil sepenuhnya, karena Puskesmas Gondo-
manan masih memiliki masalah keterbatasan 
lahan mengakibatkan seluruh masyarakat tidak 
dapat mengakses IPAL komunal sehingga 
masyarakat tetap lebih memilih melakukan pem-
buangan WC ke sungai dan akibatnya mata air di 
sekitar Sungai Code tercemar. Puskesmas Gondo-
manan merespon kebutuhan sanitasi penduduk 
dengan melaksanakan program STBM pilar I. Pus-
kesmas Gondomanan melakukan fungsi kepe-
mimpinan dalam public health melalui fungsi inti 
penilaian, pengembangan kebijakan dan asuransi. 
Walapun masih terdapat kelemahan dalam kepe-
mimpinan public health namun kerja sama dapat 
diperbaiki.
 Puskesmas perlu menjalankan pratik kepe-
mimpinan kesehatan masyarakat secara kompre-
hensif. Puskesmas juga harus melaksanakan 
program PRBN untuk dapat mengatasi permasa-
lahan sanitasi pada masyarakat permukiman 
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kumuh di bantaran Sungai Code. Puskesmas 
Gondomanan dan kelurahan Prawirodirjan me-
lakukan penilaian lingkungan untuk melihat lokasi 
mana yang dapat di letakan biofilm. Biofilm akan 
lebih efektif untuk kelurahan Prawirodirjan karena 
hanya memerlukan tempat dengan panjang 2 
meter dan lebar 1,5 meter; Puskesmas dalam 
pengembangan kebijakan dapat berkoordinasi 
dengan sektor lain untuk mencapai kesempurnaan 
dalam program STBM pilar I; Setelah melakukan 
penilaian lingkungan, puskemas dan kelurahan 
melakukan kerja sama dengan dinas kimpraswil 
sehingga dapat menganggarkan dana untuk 
pembuatan biofilm untuk bantaran sungai serta 
Puskesmas melatih kembali kader STBM sehing-
ga kader-kader mendapatkan penyegaran kembali 
tentang program STBM.

 https://doi.org/10.12691/jephh-2-1-3
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